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RINGKASAN

Pengelolaan air merupakan kunci sukses berhasilnya usahatani padi
di lahan rawa pasang surut. Semakin baik kondisi tata air semakin mudah
pengembangan usahatani. Tidak berfungsinya jaringan tata air menyebabkan
tidak terdistribusinya air dengan baik, hal ini disebabkan peran kelembagaan
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) belum berfungsi optimal. Pembentukan
P3A pada awalnya untuk merespons proyek bantuan pemerintah sehingga belum
didasari atas kebutuhan petani. Kelembagaan P3A yang mandiri dapat mengelola
air dengan baik sehingga produksi dapat meningkat. Strategi pengembangan
kelompok P3A di lahan rawa pasang surut, antara lain (a) mengidentifikasi para
pelaku yang terlibat dalam pengembangan kelompok, (b) melakukan dialog
dengan para pelaku tentang format kelembagaan P3A yang akan dibentuk,
(c) mendorong para pelaku untuk membentuk kelembagaan P3A yang sesuai
dengan format yang sudah disepakati, (d) melakukan peningkatan kapasitas
para pengurus kelembagaan kelompok P3A untuk menyusun dan menetapkan
rencana kerja, (€) melakukan peningkatan dukungan penyuluhan oleh PPL dan
Juru Air, (f) meningkatkan kapasitas anggota kelompok P3A, (g) meningkatkan
partisipasi anggota kelompok P3A dalam kelompok, dan (h) meningkatkan
keterlibatan kelompok P3A dengan pihak luar.

|. PENDAHULUAN

Pengelolaan air merupakan kunci sukses dalam usahatani padi di
lahan rawa pasang surut. Untuk mendukung peningkatan produksi padi
di lahan rawa pasang surut diperlukan pengelolaan air yang tepat karena
(1) ketersediaan air dan lahan yang semakin terbatas, dan (2) adanya
kerusakan infrastruktur jaringan irigasi di tingkat usahatani dan sering
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terjadinya anomali iklim ekstrem yang menyebabkan bencana kekeringan
dan kebanjiran.

Sistem tata air di lahan pasang surut terdiri dari sistem tata air
makro dan mikro. Sistem tata air makro pemeliharaannya dilakukan oleh
pemerintah, sedangkan tata air mikro menjadi tanggung jawab petani.
Petani sering menganggap bahwa pemeliharaan jaringan tersier menjadi
tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, hampir semua jaringan
tersier tak terpelihara dengan baik, sehingga tidak berfungsi optimal yang
berakibat pada menurunnya kualitas lahan dan berdampak pada penurunan
produktivitas lahan. Degradasi jaringan tata air mikro disebabkan oleh: (a)
tidak berfungsinya kelompok P3A, (b) tidak memiliki dana, (c) tidak adanya
rasa memiliki dan membutuhkan jaringan tata air karena padi yang ditanam
padi lokal (adaptif), dan (d) kekompakan yang menurun akibat beban iuran
yang tidak merata (tidak sesuai dengan luas kepemilikan lahan).

Terpeliharanya jaringan tata air sangat ditentukan oleh kualitas
kelembagaan yang menanganinya. Jadi, sesuai dengan kebijakan pemerintah
dalam pengelolaan air irigasi, yakni Inpres No. 3 Tahun 1999 tentang
Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi. Kebijaksanaan tersebut
memuat lima isi pokok meliputi: (a) Redefinisi tugas, kewenangan dan
tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, (b) Pemberdayaan P3A,
(c) Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) kepada P3A, (d) Pembayaran
OP Jaringan irigasi melalui (IPAIR), dan (e) Keberlanjutan sistem irigasi.
Selanjutnya, dalam rangka pembinaan kelompok P3A, maka pemerintah
mengeluarkan INPRES No. 2 Tahun 1984 yang pada dasarnya memberikan
arah kepada seluruh instansi terkait untuk membimbing organisasi petani
yang ada dalam pengembangan usaha pertanian. Kebijakan tersebut
selanjutnya dijabarkan dalam bentuk organisasi petani yang menangani
pengelolaan air irigasi disebut P3A. P3A dapat disebut suatu kelompok
berdasarkan hamparan yang dikuatkan oleh terbitnya Permentan No. 79/
Permentan/07.140/12/2012 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan P3A.
Ruang lingkup Permentan tersebut meliputi pembentukan, pembinaan,
dan Pemberdayaan P3A, sehingga diperlukan langkah-langkah dan kegiatan
dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas dan
kemandirian P3A dalam upaya peningkatan produksi pertanian.

Pembentukan P3A sebagian besar pada awalnya bersifat keproyekan
saja, sehingga tidak jarang hanya sebatas papan nama. Kegiatan ini
hendaknya memerhatikan kelembagaan lokal, sehingga dapat berlanjut
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